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BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Menimbang :

Mengingat

SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

TAHUN 2024
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan berdasarkan
ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Kepala Satuan
Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2024; '

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
Pangkajene dan Kepulauan.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia
Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 téntang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Négara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, ;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan = Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 | Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Tekms Pengelolaan Keuangan Daerah (Benta Negara
Republik Indqnes1a Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Nomor 11);
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023
Nomor 12);

14. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun
2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Kepala Satuan Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2024:

Nama | : Asri, S.Sos, M.Si
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I, IV/b
NIP ! : 19750302 199803 1 006
Jabatan ' : Kepala Badan

:Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU merupakan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai
tugas sebagai berikut :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
keuangan daerah;

b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
diatur dalam Peraturan Daerah;

d. melaksanakan Fungsi Bendahara Umum Daerah; dan

e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan,;

: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU dalam melaksanakan fungsi Bendahara
Umum Daerah berwenang :

. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

. mengesahkan DPA-SKPD,;

- melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan
dan pengeluaran kas daerah;

. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
menetapkan anggaran kas dan SPD;
menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan
atasnama pemerintah daerah;

.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah; |
menyajikan informasi keuangan daerah; dan

J. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan

dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
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KEEMPAT:

KELIMA

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
Nomor : 15 Tahun 2024
Tanggal ' ©O2 Januari 2024

Biaya-biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Badan Keuangan dan Aset Daerah;

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal o1 Jaruar o9

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,




